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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak 
mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sehingga apabila ada 
perbuatan maupun tindakan dari setiap warga negara yang tidak sesuai 
dengan norma hukum dan kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat maupun bernegara maka akan dikenakan sanksi dari negara 
berupa hukuman atau pemidanaan. Pemidanaan merupakan suatu proses 
pemberian hukuman kepada individu yang  terbukti secara sah telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan 
perundang-undangan. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan 
peraturan perundang-undangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak 
kejahatan.
1
 
 Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana 
yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka penegakan hukum 
di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini 
diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti 
Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan 
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Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2
 Mengenai Pola Pembinaan 
Narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang 
menyatakan bahwa Pola Pembinaan Narapidana, terdiri dari Pembinaan 
Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian 
merupakan pembinaan kesadaran untuk beragama, pembinaan berbangsa dan 
bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran terhadap 
hukum, serta pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 
Sedangkan pembinaan kemandirian merupakan ketrampilan untuk 
mendukung usaha-usaha mandiri, ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha 
industri, ketrampilan yang dikembangkan sesuai bakat masing-masing, serta 
untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian.
3
 
 Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri adalah untuk 
menyiapkan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan agar pada saat 
selesai menjalani masa hukumannya, mereka dapat berperan kembali sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.
4
 Untuk mencapai 
tujuan sebagaimana yang dimaksud tersebut, pelaksanaan pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan diselenggarakan oleh Menteri dalam hal ini 
yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dilaksanakan oleh 
petugas pemasyarakatan.
5
 Warga binaan pemasyarakatan diberikan 
pembinaan dan pembimbingan dari petugas pemasyarakatan berdasarkan 
program-program dari pusat yang bertujuan untuk memperbaiki akhlak dan 
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perilaku warga binaan tersebut. Disamping itu, petugas pemasyarakatan juga 
harus berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan.  
 Seperti yang kita ketahui pada Lembaga Pemasyarakatan yang ada di 
Indonesia, keseimbangan antara petugas pemasyarakatan dengan warga 
binaan sangat jauh dari kata ideal, sebab jumlah dari petugas pemasyarakatan 
tidak seimbang dengan jumlah Narapidana atau warga binaan yang ada, 
sehingga konsentrasi petugas Lapas lebih difokuskan pada pengamanan 
dibandingkan pembinaan. Hal ini yang menyebabkan diangkatlah Pemuka 
dan Tamping (Tahanan Pendamping) guna membantu tugas dari petugas 
pemasyarakatan tersebut agar pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan 
warga binaan dapat diselenggarakan secara efektif.
6
 Keberadaan tamping 
sangat dibutuhkan selain karena minimnya petugas, tamping sebagai 
kordinator serta sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan warga 
binaan secara aktif terhadap program pendampingan di Lapas. Dalam upaya 
meningkatkan pelayanan dan kinerja Lembaga Pemasyarakatan ini sendiri, 
tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai 
keahlian dan kemampuan narapidana atau tahanan itu sendiri, sehingga 
tamping diharapkan mampu mengordinir dan berkomunikasi dengan baik 
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sebagai penghubung antara petugas dengan sesama warga binaan sehingga 
program pendampingan bisa berjalan dengan baik dan lancar.
7
 
 Pelaksanaan pengangkatan maupun pemberhentian pemuka dan 
tamping pada Lembaga Pemasyarakan secara tegas telah diatur pada 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. 
Dimana pemuka merupakan narapidana yang membantu tugas petugas 
pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan. Sedangkan Tamping bertugas membantu Pemuka dalam 
melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam 
Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tamping merupakan 
narapidana yang membantu kegiatan pemuka dan petugas Lembaga 
Pemasyarakatan, dimana seorang tamping diangkat oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan atas rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) 
yang tujuannya untuk mendukung pelaksanaan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan.
8
 
 Pemuka pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan biasanya terdiri atas 1 
(satu) orang. Pemuka pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan bisa saja lebih 
dari 1 (satu) orang sesuai dengan kebutuhan dari Lembaga Pemasyarakatan 
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tersebut sedangkan Tamping biasanya paling sedikit terdiri atas 3 orang. 
Syarat untuk menjadi seorang pemuka adalah masa pidana paling sedikit 3 
(tiga) tahun, telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, tidak pernah 
melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F, sehat jasmani dan rohani, 
pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan, mempunyai  
kecakapan dan keterampilan khusus, bukan merupakan residivis, mempunyai 
bakat memimpin, dan mempunyai jiwa sosial.
9
 Sedangkan syarat untuk 
menjadi seorang Tamping pun hampir sama seperti syarat untuk menjadi 
seorang pemuka pada Lembaga Pemasyarakatan.  
 Pemuka dan Tamping mempunyai tugas sebagaimana telah diatur 
dalam Pasal 6 PERMENKUMHAM RI Nomor 9 Tahun 2019 yaitu, pemuka 
mempunyai tugas kegiatan pembinaan di bidang kegiatan kerja, pendidikan, 
keagamaan, kesehatan, olahraga, kesenian, dapur dan kebersihan lingkungan. 
Peraturan mengenai larangan tugas yang tidak boleh dilakukan oleh Pemuka 
dan Tamping pun telah diatur dalam Pasal 4 PERMENKUMHAM RI Nomor 
9 Tahun 2019 yaitu, pemuka dan tamping dilarang membantu petugas di 
bidang administrasi perkantoran, administrasi teknis, registrasi pengamanan, 
pelayanan medis kesehatan dan pengamanan. 
 Tugas dari Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
II B Timika sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun 
dalam penerapannya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa 
yang telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
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Manusia  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tersebut. Pada Lembaga 
Pemasyarakatan ini, terdapat 4 (empat) bidang yang menjadi tugas dari 
pemuka dan tamping, yaitu bidang kegiatan kerja, keagamaan, kebersihan 
lingkungan dan satu bidang tambahan lagi yaitu bidang pengamanan. Hal ini 
jelas bertentangan dengan pasal 4 PERMENKUMHAM RI Nomor 9 Tahun 
2019 yang telah jelas mengatur tentang larangan tugas bagi Pemuka dan 
Tamping. Pada Pasal ini Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di 
bidang pengamanan tetapi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
B Timika, Pemuka dan Tamping justru membantu tugas petugas 
pemasyarakatan dibidang keamanan dikarenakan jumlah petugas 
pemasyarakatan dengan para warga binaan yang tidak seimbang. 
 Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika adalah 
sebanyak 289 orang.
10
 Terdiri atas laki-laki sebanyak 261 orang, perempuan 
sebanyak 21 orang dan anak-anak sebanyak 7 orang. Jumlah dari petugas 
pemasyarakatan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan ini pun hanya 
berjumlah 33 orang. Melihat komposisi tersebut, keberadaan pemuka dan 
tamping sangat dibutuhkan karena minimnya petugas dan banyaknya jumlah 
narapidana atau tahanan.  
 Berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN 
FUNGSI PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA 
PEMASYARAKATAN (STUDI PASAL 6 PERMENKUMHAM RI 
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NOMOR 9 TAHUN 2019 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 
KELAS II B TIMIKA). 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Faktor apa yang dijadikan pertimbangan pengangkatan Narapidana sebagai 
Pemuka dan Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika? 
2. Apakah dengan melibatkan Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping 
berpengaruh signifikan terhadap ketertiban dan ketaatan Narapidana dalam 
menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika? 
3. Bagaimana efektivitas pasal 6 PERMENKUMHAM RI Nomor 9 Tahun 
2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan faktor apa yang 
dijadikan pertimbangan pengangkatan Narapidana sebagai Pemuka dan 
Tamping di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika. 
2. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan apakah dengan 
melibatkan Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berpengaruh 
signifikan terhadap ketertiban dan ketaatan Narapidana dalam menjalani 
masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika. 
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4. Untuk mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan bagaimanakah 
efektivitas pasal 6 PERMENKUMHAM RI Nomor 9 Tahun 2019 di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Timika. 
 
D. Manfaat dan Kegunaan  
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu 
hukum pada khususnya. 
b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari 
pemuka dan tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Timika. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi 
Lembaga Pemasyarakatan dalam mengefektifkan tugas dari Pemuka dan 
Tamping. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 
1. Pendekatan Penelitian 
Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang 
melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini 
penulis melihat kenyataan hukum yang terjadi pada Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II B Timika terkait dengan Efektivitas Pasal 6 
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Permenkumham RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Timika dengan alasan efisien dan efektif, serta di lokasi ini penulis 
menemukan indikasi tidak efisiennya Pasal 6 PERMENKUMHAM RI 
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka 
dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya terkait dengan 
tugas dan fungsi dari pemuka dan tamping. 
3. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Sumber data primer di dalam penelitian diperoleh dari informan 
yang dianggap dapat memberikan informasi atau keterangan sesuai 
kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah : 
1) Wali Pemasyarakatan. 
2) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). 
3) Pemuka dan Tamping yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Timika. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu menggunakan bahan pustaka, meliputi 
dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan khususnya pemuka 
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dan tamping, jurnal, hasil riset terdahulu dan web resmi serta buku-
buku literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
a. Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara ini berupa proses 
tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait secara sistematis 
didasarkan pada tujuan penelitian. Pihak terkait tersebut diantaranya 
sebagai berikut : 
1) Wali Pemasyarakatan. 
2) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). 
3) Pemuka dan Tamping yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II B Timika. 
b. Observasi 
Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan 
dengan cara datang langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
B Timika. Penulis akan mengamati secara langsung aktivitas 
Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 
Timika guna memperoleh data yang valid dan lengkap, sehingga 
keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. 
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c. Studi Dokumen 
Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen ini 
merupakan  jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam 
dokumen yang berguna untuk bahan analisis. 
5. Teknik Analisa Data 
 Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan 
masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis penelitian yang bersifat deskriptif 
kualitatif, artinya berusaha memaparkan data dengan menguraikan dan 
menganalisis secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. 
Data yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis, dikaitkan 
dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan 
permasalahan yang dikaji. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan terdiri dari IV BAB, yakni : 
1. BAB I : PENDAHULUAN 
Pada BAB I ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat dan kegunaan, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. 
2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam BAB II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan pustaka. 
3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Dalam BAB III  ini penulis akan  menguraikan hasil penelitian dan 
menyajikan pembahasan mengenai jawaban atas perumusan masalah 
yang diungkapkan. 
4. BAB IV : PENUTUP 
Dalam BAB IV ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
 
